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PERATURAN BUPATI SERANG 
 

NOMOR 36 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN DANA 

PERJALANAN DINAS PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SERANG, 

 

Menimbang :
  

a. bahwa dalam rangka efektif, efisien, akuntabel dan 
memberikan kepastian serta kejelasan prosedur dalam 

penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas, maka 
perlu adanya Standar Operasinal Prosedur;  
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, maka perlu menetapkan Standar Operasional 

Prosedur Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Dana 
Perjalanan Dinas pada Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.  

 

Mengingat 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4010); 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

5. Undang-Undang.............. 
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5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494);  

 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah  diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah,  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4693); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4815); 
 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 
 
 

12. Peraturan…………... 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintah; 
 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi 

Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783); 

  
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 

Nomor 820); 
 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 

Serang  (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 
Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 
19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas  

Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Serang Tahun 2014 Nomor 01); 

 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang 

Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 
02); 

 

19. Peraturan…………. 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di 
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang 

Tahun 2012 Nomor 832); 
 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 
08); 
 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten 

Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 
Nomor 05). 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN DANA 
PERJALANAN DINAS PADA PERANGKAT DAERAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  

 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
  

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Serang. R 
 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

 

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.  
 

5. Bupati adalah Bupati Serang. 
 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang. 
 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 
 

8. Kepala………….. 
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8. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala pada Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah.  
 

9. Pejabat yang diberi kewenangan adalah Pejabat 1 (satu) tingkat dibawah 
Kepala Perangkat Daerah yang diberi kewenangan memberikan disposisi 
surat undangan dan menandatangani surat perintah perjalanan dinas. 

 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 
 

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.  

 

12. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 
yang dipimpinnya. 

 

13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD 

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas 
BUD. 

 

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat 

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan 
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah. 
 

15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 
tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah. 

 

16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
Pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa 
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 

rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. 
 

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembayaran yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 
 

19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen 
yang menayatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 

dasar penerbitan SPP. 
 

20. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan 
permintaan pembayaran.  

 

17. Bendahara ………….. 
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21. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah Dokumen yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran 

langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau 
surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, 
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya 

disiapkan oleh PPTK. 
 

22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna 

anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-Perangkat 
Daerah. 
 

23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 
oleh BUD berdasarkan SPM. 
 

24. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 

serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses 
penyelenggaraan aktivitas orgnisasi, bagaimana dan kapan harus 
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 

 
BAB II 

 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

(1) Maksud Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat 
Daerah dalam penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas. 

 

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu: 
 

a. sebagai standarisasi dalam penyediaan dan pengelolaan dana 
perjalanan dinas pada Perangkat Daerah; 

 

b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian  dalam penyediaan dan 

pengelolaan dana perjalanan dinas pada Perangkat Daerah; 
 

c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab pegawai dan organisasi secara keseluruhan dalam penyediaan 

dan pengelolaan dana perjalanan dinas pada Perangkat Daerah;  
 

d. membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak ketergantungan 
pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan 
pimpinan dalam pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan dana 

perjalanan dinas pada Perangkat Daerah; 
 

e. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dalam penyediaan dan 
pengelolaan dana perjalanan dinas pada Perangkat Daerah; 

 
 

f. menciptakan ………….. 
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f.  menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai 

cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi 
usaha yang telah dilakukan terkait pelaksanaan penyediaan dan 
pengelolaan dana perjalanan dinas pada Perangkat Daerah; 

 

g. memastikan pelaksanaan tugas dalam penyediaan dan pengelolaan 
dana perjalanan dinas pada Perangkat Daerah; 

 

h. menjamin konsistensi pelaksanaan pelayanan dalam penyediaan dan 

pengelolaan dana perjalanan dinas pada Perangkat Daerah; 
 

i. merupakan  instrumen yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan 
tuntuan hukuman karena tuduhan melakukan penyimpangan dalam 

penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas pada Perangkat 
Daerah; 

 

j. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam penyediaan dan 

pengelolaan dana perjalanan dinas pada Perangkat Daerah; dan 
 

k. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam 
penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas pada Perangkat 

Daerah. 
 

BAB III 
 

PRINSIP 
 

Pasal 3 
 

Prinsip SOP penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas pada Perangkat 

Daerah yaitu: 
 

a. efisiensi dan efektifitas; 

b. berorientasi pada pengguna; 

c. kejelasan dan kemudahan; 

d. keselarasan; 

e. keterukuran; 

f. dinamis; 

g. kepatuhan hukum; dan 

h. kepastian hukum. 
 

Pasal 4 
 

(1) Prinsip efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
a, merupakan prosedur yang distandarkan singkat dan cepat dalam 

mencapai target pekerjaan dan memerlukan sedikit sumber daya manusia 
dalam penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas pada Perangkat 
Daerah. 

 
 

(2). Tujuan ………….. 
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(2) Prinsip berorientasi pada pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b, merupakan prosedur yang distandarkan dengan memperhatikan 
kebutuhan pengguna dalam penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan 

dinas pada perangkat Daerah. 
 

(3) Prinsip kejelasan dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf c, merupakan prosedur yang distandarkan dapat dengan mudah 

dimengerti dalam penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas pada 
Perangkat Daerah. 
 

(4) Prinsip keselarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, 

merupakan prosedur yang distandarkan sejalan dengan prosedur standar 
lain yang terkait dalam penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas 

pada Perangkat Daerah. 
 

(5) Prinsip keterukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, 
merupakan hasil dan proses pencapaian hasil pekerjaan dapat diukur 

kualitas serta kuantitasnya dalam penyediaan dan pengelolaan dana 
perjalanan dinas pada Perangkat Daerah. 

 

(6) Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan 
prosedur yang distandarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kualitas 

pelayanan dalam penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas pada 
Perangkat Daerah. 

 

(7) Prinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, 

merupakan prosedur yang distandarkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dalam penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan 

dinas pada Perangkat Daerah. 
 

(8) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, 
merupakan prosedur yang distandarkan, ditetapkan oleh Bupati sebagai 

pruduk hukum yang ditaati, dilksanakan, dan menjadi instrument untuk 
melindungi aparatur dari tuntutan hukum dalam penyediaan dan 
pengelolaan dana perjalanan dinas pada Perangkat Daerah.   

 

 BAB IV 
 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 5 
 

(1) Ruang lingkup SOP penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas pada 

Perangkat Daerah meliputi Identitas dan Alur SOP penyediaan dan  
pengelolaan dana perjalanan dinas pada Perangkat Daerah. 

 

(2) Identitas dan Alur SOP penyediaan dan   pengelolaan dana perjalanan dinas 
pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
 

BAB V………… 
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BAB V 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang. 
 

 

Ditetapkan di  Serang 
pada tanggal 10 -8- 2016 

 
           BUPATI SERANG, 

 

                    ttd 
 
 

  RATU TATU CHASANAH 
 

Diundangkan di Serang 
pada tanggal  10 -8- 2016 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, 
 

 
ttd 

 

LALU ATHARUSSALAM RAIS 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN  2016 NOMOR  36 


